
WALlKOTA MOJOKERTO 
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 18 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNG.JA WABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

T AHUN ANG GARAN 2009 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menirribang 

Mengingat 

bahwa memcnuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Mojokerto 
Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, maka perlu 
ditetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bclanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Daerah Kota . Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/Jawa Tcngah/Jawa Baral sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun I 950 Tentang Pern- 
bentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi· dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun . 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor · 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994 tcntang Pcrubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun I 994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun I 997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun I 997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 2 I Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3988) ; 

4. · Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismc 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. .Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor IO Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor I 04, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421 ); 

l 0. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lernbaran Negara Nomor 4484) ; 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nornor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 200 I Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
3 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 



16. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

• 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

25. Peraturan Daerah Kola Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 2/E ); 

26. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor I Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor \/A); 

27. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3/ A). 

28. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 2 Tahun 20 l O tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah Tahun 20 IO 
Nomor 2/A); 



Menetapkan 

29. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 
Nomor 1/A); 

30. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 33 Tahun 2009 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 
Nomor 3/A). 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJA­ 
BARAN PERT ANGGUNGJA W ABAN PELAKSANAAN ANG­ 
GARAN · PENDAPA TAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2009 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2009 terdiri atas 
Pendapatan 
a Pendapatan Asli Daerah Rp. 28.154.863.948,45 
b Dana Perimbangan Rp. 291.496.817.179,00 
c Lain-lain Pendapatan yang Sah Re. 39.313.115.63),00 

Rp. 358.964.796.758,45 
2 Belanja 

a Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai Rp. 132.457.973.525,00 
2) Belanja Bunga Rp. 0,00 
3) Belanja Subsidi Rp. 150.000.000,00 
4) Belanja Hibah Rp. 14.021.525.000,00 
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.503.5?0.842,00 
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 0,00 
8) Belanja Tidak Terduga Rp, 0,00 

b Belanja Langsung 
I) Belanja Pegawai Rp. 19.599.293.255,00 
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. l 08.270.360.208,34 
3) Belanja Modal Re.120.059. 713.810,50 

Re. 399.062.426.640,84 
Surplus I (Defisit) (Rp. 40.097.629.882,39) 

3 Pembiayaan 
a Penerimaan Rp. 79.099.425.855,21 
b Peng el uaran Re. 4.840.736.255, 16 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam 
. Lampiran I Peraturan Walikota Mojokerto ini. 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tcrcantum dalam 
Lampiran II Peraturan Walikota Mojokerto ini. 

Pasal 5 
Larnpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota Mojokerto ini. 

Re. 74.258.689.600,05 
Rp. 34.161.059.717,66 



Pasal 6 

Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Mojokerto 
Pada tanggal 20 Agustus 201 O 

WALIKOTAMOJOKERTO 

ttd 

ABDULGANISUHARTONO 

Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal 20 Agustus 2010 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ltd 

Ir. SUYITNQ, M. Si. 
Pembina Utama Madya 

1'UP. 195801011985031031 

BERITA DABRAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 4/A 



Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 
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